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PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FROVINS| SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YARNG MAHA ESA

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FROVING] SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayvat (1) dan

Mengingat

ayat (2} Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertih Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsl, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah tentang Hode Euk

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12° Tahunm 2011 ientang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara: Republik Indonesia Tahun 2011 HNemor @82,
Tambahan Lembaran Megara Bepublik ndonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uridang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
2341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20104 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5587) sehagaimana telah diubah
beberapa kali, terskhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856,

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumsatera Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara

Fepublik Indonesia Nomaor 6806);
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‘5, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
mﬁtﬂn Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 0B, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik [ndonesia Nomor 6057) sebagalmana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer | Tahun 2023
tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratil
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyal Daerah
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BB4AT);

6. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat [Daerah Previngi

Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat,
2. Pemerintah Daerah ‘adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas
ptonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
l'muiﬁem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
@E_ﬂmd dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun

L

 Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DFRD adalah
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
'DPFRD adalah Ketua DFRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD

) o8
TILELE] e

wmmsmm Barat.
T T t kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD

g pencgakan kode ctik yang wajib
na menjaga martabat, kehormatan,
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7. Tata Tertib DPRD adalah Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat,

;;._ 1pin Mmmwmmﬂa.dm Selretaris Fraksi di

Mﬂumnm&am,
Kod M DFRD selanjutnya disebut Kode Etlk adalah norma vang
b dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
'um.-nk menjaga harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas

10, R"aptt ﬂﬁnln.h semua jenis rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

it 4 B Rahasia adalah Sesuatu yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan
tugas DPFRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat
dﬂnﬁrmnuihnnkepnunpﬂmklam

12. Sanksi adalah Hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DFRD dan/atau
Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan
Sumpah (Janji Jabatan.

13, Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau
Angeota DPRD yang bersangkutan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

14, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabbulah atau disingkat ABS-SBK

adalah filosofi masyarakat Minangkabau yang menjadi pandangan dalam
kehidupan sehari-hari masyarakar Sumatera Barat.
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1 dan tata kerja anggots DPRD,
""_"mtnr I (ki diarat
mﬂmm antar Anggotu DPRD,
& tata hubungan antar Anggota DFRD dan pihak lain;
. penynmpaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
B kewajiban dan larangan bagi Anggoia DPRD,
h. hal-hal yang tidak patut dilakukan aleh Anggota DPRD:
i, indepedensi;
j. rahasia;
h--wwm. pelanggaran, pemeriksaan, sanksi, dan pembelagn,

|. rehabilitasi

BAB I
KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH /JANI

Pisal 5
(1] Anggota DPFRD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan

sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janii Anggota DFRD.

(2} Dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya, Anggota
DFRD wajib mentaati sumpah/janji yang telah divcapkannya, meliputi -

‘& memperjuangkan aspirasi rakyal vang diwaldlinye;

B ek Peknnilc

T m&nm!ﬂm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun
1945; dan

4 menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang
harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

BABE 11
SIKAP, PERILAKU DAN TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 6
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d. memiliki integritas , jujur, disiplin dan profesionalisme;

e menegakkan kebenaran dan keadilan;

f. memperjuanglan aspirasi masyvarikat,

g mengutamakan tugas dan kewnjiban sebagal Angpota DPRDY;

h, mentaati ketentuan mengenal kewajiban dan larangan bagi Anggota DFRD
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

1. melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab, tanpa pamrih dan
tidek melakukan perbuatan tercela, baik untuk kepentingan pribadi,

keluarga, maupun kelompok ; dan
J. mematuhi norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang
berfandaskan pada filoaofi AB3-3BK.

Pasal 7

Sikap dan perilaku Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
diwuyjudkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD
dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua
Tata Kerja Anggota DPRD
Pasal B
Tata Kerja Anggota DPRD, meliputi :

A, tata kerja melaksanalkan tugas dan fungsi, sesuai dengan hak dan
kewenangan sebagai Anggota DPRD;

b. tata kerja melaksanakan rapat DPRED; dan
¢. tata kerja melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 9
(1) Anggota DFRD bekerja seasuai dengan pedoman dan tata kerja yang
ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

{2} Dalam menjalanksn pekerjaanya, Anggota DPRD agar lebih menpgutamakan
kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan/atay
kelompok.

Pasal 10
{1} Anggota DPRD wajib menghadil secara fisik setiap rapat paripurna dan
-rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

{2) Anggota DFRD yang secara fisik tidsk dapat hadir dalam rapat paripurna
lé:ﬂ rapat alat kelengkapan DFRD wajib mengajukan izin kepada Pimpinan

(31 ﬁfﬂﬂfﬂh dalam hal keadasn tertentu dengan menggunakan aplikasi
daring tetap merupakan kehadiran dalam absensi rapat.
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Pasal 11

(1) Selama dalam rapat Anggota DPRD diwajibkan mematuhi etika rapat
‘sebagai berikut ;

& menandatangani dafiar hadir rapat;

b. tidak menggunakan alat komunikasi vang dapat menggangeu ketertiban
Jalannya rapat kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang
sedang dibicarakan dengan izin pimpinan rapat;

¢, tidak membaca surat kabar atay hahan bacaan lain kecuali berkaitan
langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarzkan atay
sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat dengan izin
pimpinen rapat;

d. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara
dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam
ckspresi, baik berupa komemtar maupun suara-suara yang kurang

sopan, kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan DPRD tentang Tata Tertih DPRD: dan

e E]:I-B.'L'-lta akan memnggallan ruangan rapat, wajib memberitahukan dan
meminta izin kepada pimpinan rapat.

(2| Anggota DPFRD dalam melakukan mterupsi, wajib mengikuti giliran

sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat dan tetap duduk pada tempat

vang telah disediakan serta berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan
rapat,

{3 Untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat serts
DFRD. Anggota DPRD dilarang
4. mendekati meja pimpinan Rapat untuk tujuan yang tidak baik:
b, berkata kotor/menghardik /tidal SOpAN;
¢. melemparkan (merusalk barang inventaris DPRD; dan

d. menghina dan merendahkan pimpinan rapat dan sesams Anggota DPFRD,

(4} Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi Anggota DPRD untuk
i Ta sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertih

(31 Dalam berbicara, Anggota DPRD wajib menggunakan bahasa vang san
13 Ll : tun,
Jtlas dan mudah dipahami sertg dapat dimmmﬂw&bkuﬁ_’ -

j_'ﬁ.laamgp keputusan rapat DPRD. haik berdasarkan mus
t maupun berdesarkan suam terbanvalk, mtmpaki?lw:;ﬁpaﬂ::ﬁ
-@Mkdﬂﬁ:ﬂaklanjuﬁ oleh semua pihak vang terkait.
(7} Materl yang telah disepakati dalam rapat tertyt '
. e Ipa. Up untuk dirmhasiakan,

' :puqﬂ:hmﬂ dm%&nm DFRD wajib mematihi
: Ehhm Perjalanan dinas, baik perjalanan dinas
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{3) Anggotn DPRD dalam melakukan perjalanan dinns, dilarang :

A menggunakan fasilitas penalanan dinas uniuk kepentingan di luar tugss
DPRD; dan

b mengikutsertakan anggota keluarga yang tidak sesual ketentuan berlaku,
kecuali atas beban biaya pribadi Anggota DFRD yang bersangkutan.

BAB IV
TATA HUBUNGAN DPRD
Bagian Kesatu
Tata Hubungan Antar Penvelenggara Pemerintahan Daerah
Pasal 13

{1 BFRD  dan Gubemur sama-sama berkedudukan  sebagai
penyelenggarman pemerintahan daerah,

(2] Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan  daerah, DFRED  dan

Gubernurh:nertapfmngkamﬂ mernjali i

. yalin hubungan kemitraan vang salin
mmdLLlRung dan bersinesgi  untuk  keberhasilan pm:t:[:::gggamn' :
pemenntahan daerah.

r&]Huthmn kemitraan sebagaimana dimaksud
Sesual dengan tugas dan kewenangan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

unsur

pada ayat (2) dilakukan
measing-masing berdasarkan

{2} Dalarmn  hubungan kemitragn

! setkipa| i
dilakulcan HﬂmkHEpEHMEnnmasyaEf::ﬂ # dimaksud dalam Pasal i

Bapian Kedug

Tata Hubungan Antar Anggnta DPRE
Pasal 15
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Bagman Ketiga
Tata Hubungan Antara Anggota DFRD dan Pihak Lain
Fasal 16

(1) Anggota DPRD dapat menjalin hubungan dengan pihak lain dalam
pelalceanaan tugas, fungai, hak dan kewenangannya sebagai unsur

penyelengpara pemerintahan daerah,

{2} Pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
8, perguruan tingi;

. instansi pemerintah;

dunia usaha,

. LEM, organisasi sosial kemasyarskatan;

konstituen;

media | pers;

B- pegawal non PNS di hngkungan sekratariat DFRD

h

. pihak-pihak lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-
undangan,

{3) Hubungan dengan pihak lain scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakoukan untuk

a.permintaan data dan/atzu informasi terkait dengan tugas  dan fungsi
Anggota DPRD; dan

b. penenmann dan peryaluran aspirast

Al - R

Fazal 17

Hubungan dengan pihak lain sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
diakukan secara terbuka, sehat, adil dan tdak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN,
DAN SANGGAHAN

Pasal 18

{1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan
pendapat dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yvang sedang
dibahas oleh DPRL,

(2] Penyampaian pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
dilakukan secara sopan, santun, beretika, dan rm'mpcrha’r_kﬂn tata krama
dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak menyingung perasaan
Anggota dan peserta rapat lain.

(3 Penyampaian pendapat dan tanggapan scbagaimana dimaksud pada ayat (2}
‘dapat dilakukan secara lsan dan/atau tertulis, 'IJE.IE di dalam rapat
maupun diluar rapat DPRD.

(4 Penyampatan pendapat dan tanggapan di dalam rapat DPRD sebagaimana
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tanggapan yang disampaikan oleh Anggota DPRD yang tidak
rdasar ﬂmpnmmjum Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan

ﬂgﬂiﬁlmglmpm DPRD, merupakan pendapat dan tanggapan yang bersifat
pﬂ:ﬂngﬁl.

'ﬁlsﬁp Anggota DPRD yang menyampaikan pendapat dan tanggapan,

~ beranggungjawab atas setiap pendapat atau tanggapan yang disampaikan.

- Pasal 19
0 e

Pasal 20

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yeng dikemukakannya, baik secara lisan

- maupun tertulis di dalam ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan
fungsi serta tugas dan wewenang DPRD,

Pasal 21

[1) Setiap Anggota DFRD diberikan hak dan kesempatan yang sama
mumharﬂmn jawaban dan/atay sanggahan terhadap pendapat dan/atau
tanggapan yang disampaikannya yang ditanggapi oleh Angao DFRD atau
pihak lain,

(2] Jawaban danfahu sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] yang
‘diberikan, disampaiken dengan sopan, santun, beretika dan
mbmpm'hanhn tata krama dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak

menyingung perasaan Anggota dan peserta rapat lain.

BAE V1
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA DFRD
Bagian Kesatu
Kewajiban Anggota DFRD
Passl 22
Anggota DPRD mempunyai kewajiban -
A memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

Jh: ‘melaksanakan Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
E:lfﬁ‘i:lan me.nnati peraturan perundang-undangan;
e . dan n:emahlmm kerukunan nasional dan keutuhan

:an peningkatan kesejahteraan rakyat;
dumh'nﬂ dﬂumpﬂmlmw.rm pmurmtahsn daerah;
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p dan menghimpun aspirasi konatituen melalui kunjungan kena

].. wmmmﬂjuuw din pengaduan masyarakat,

pertanggungiawaban secarn moral dan  politis  kepada
di daerah pemitihannya;

_'I.. mm membela kehormatan serta nama baik lembagn DPRE; dan
m. mengikuti setiap  kegatan DPRD yang menjadi tugas dan
tanggungiawabnya.

Bagian kedua
Larangan Bagi Anggota DPRD
Pasal 23
: lll;m DPRD dilarang merangkap jabatan sehagai !
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
H.hllﬂm pada badan peradilan; atau
¢. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Masional IndonesiafKepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Dacrah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari Amnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

ﬂ]m DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural
pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau
pengacara, notaris, dan pekerjaan lain vang ada hubungannya dengan
mmdmwwmmﬂmﬂ serta hak scbagal Anggota DFRD.

(3) Anggata DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAR VI
HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 24
Bfgl]ﬂljnnitlﬂa.lt patut dilakukan aleh Anggota DPRD adalah :

8. mmﬁﬁln sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma
m kesusilaan, kesopanan dan ABS-SBK;

E,r. m menghadiri  rapat dan  kegiataen DPRD  lainoyva dan/atau
mn rapat dan kegiatan DPFRD lainnya sebelum selesai tanpa
alasan yang bisa dipertanggungiawabkan; dan

urigi  dan/atau memasuki tempat-tempat yang tidak patut
o m_ﬂlqh Anggota DPRJ} kecuali terkait dengan pelalm.maan tugas,
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ANy

J =0 e BAB VI
INDEPENDENSI

Pasil 25
11) Anggota Badan Kehormatin wijib bersikap independen dan bebas dari .
ngaruh fraksinya aiau pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan
Tungs ‘wewenang dan tanggung jawabnya.
1 Pimpinan dan Anggota DPRD atau pimpinan fraksi dilarang melakukan
upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan,

BAB X
RAHASIA

Pasal 26
(1] Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan
‘menyalahgunakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahzsia.

{!}Hmﬁmn DPRD dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia vang
W kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau
_sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum,

BAB X
PENGADUAN/FELAPORAN, PELANGGARAN, PEMERIESAAN,
SANKSI, DAN PEMBELAAN
Bagian Kesaty
Pengadusn /Pelaporan

Pasal 27
(1} Pimpinan  dan  Anggota DFRD  serta masyarakat menyampaikan
pengaduanpelaporan dugsan pelanggaran kode etik oleh Anggota DFRD

secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan
Hmnmtau disertai identitas pelapor vang jelas dan buktd dugaan

HM mengenal tata cara  pengaduan/pelaporsn  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD tentang
“tata beracara Badan Kehormatan,

Bagian kedua
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(3] Kriteria pelanggaran ringan sehagaimana dimaksud pada avat (2), vaity -
a. tdak mengandung unsur pelanggaran hulum

b. tidak menghadicl rapat yang merupakan fungsi, tugas dan WEWENANENYA
sebanyak 40 % (empat pulub persen) dart jumlah rpat paripurna dalam
| (satu) masa sidang atau 40 9% {empat Puluh persen) dar jumiah rapat
Alat kelengkapan DPRD dalam | {(satu) masa sitlang tanpa keterangan
yang sah dari pimpinan fraksi atau pihak berwenang,

€. menyangkut etika pribadi sesuai dengan norma AgAImA, norma
keasusilaan dan Norma Adat (ABS-SBK) | atau
d.

menyangkut tata tertib rapat yang tidak menjadi perhatian publik atau
tidak diliput media massa;

(4] Kriteria pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat [2), vaitu
a. mengandung unsur pelanggaran hukum;

b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan
Kehormatan:

e. :i_neng'ula.ngi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas

an wewenangnya sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari jumilah
rapat paripurna dalam 1 [satu) masa sidang atau 40 % (empat puluh
Persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa
sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau pihak

mnya mendapat sanksi ringan; atauy
d. menyangkut

(5} Kriteria pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayvat (2), vaitu :
a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan
Kehormatan:
b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksyd dalam Peraturan
DPRD tentang Tata Tertih DPRD:
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atay berhalangan
D selama 3 (tga) bulan berturut-turut tanpa

d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai
ketentuan mengenai syarat calon anggota DPRD d
iat d
ketentuan peraturan perundang-undangan: mg e
e. melanggar ketentuan

larangan sebagaimana diatur dal
arm te
Peraturan perundang-undangan: -

I. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang
menjadi tugas dan kewajiban sebanvak 6 [enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah:

8. tertangkap tangan melakulkan tindak pidana:

h.. ::::;M terdakwa dalam tindak pidana dan menjalani

anggota DPRD sebagaimang

masa tahanan:
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Bnginn Ketiga
Pemerilksann
Panal 39

(1) Setinp pengaduan/pelaporan dugnan pelanggaran kode etk vang diterima
pleh  Badan  Kehormatan — wajils ditindaklanjuti dengan  melakukan
pemeriksaan,

(2} Prosedur dan mekanisme pemeriksaan pengaduan/pelaporan sebagaimans

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPED Lentang
Tata Beracara Badan Kehormatan

Bagian Keempat
Sanksi
Pazal 30
(1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik,
setelah dilakukan verifikasi, penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan
Kehormatan, dikenai sanksi, antara lain :
&. sanksi ringan, berupa teguran lisan atau teguran tertulis;

b. sanksi sedang, berupa pemindahan keanggotaan antar Alat Kelengkapan
DFRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan Alat Kelengkapan

DFRD;
c. sanksi berat, berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (bga)
bulan atau pemberhentian sebaga) anggota DPRD.

(2] Sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a ditetapkan dengan
keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

{3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ diusulkan
oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DFRD dan diberitahukan kepada
fraksinya, serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4] Tata cara penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang
Tata Beracara Badan Kehormalan.

Bagian Kelima
Pembelaan
Pasal 31

(1) Pimpinan dan /atau Anggota DPRD vang diduga melanggar Kode Etik
~ berhak melakukan pembelaan.
mmmm Lebih Lanjut mengenai tata cara pembelaan sebagaimana

" dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata
‘Beracara Badan Kehormatan
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HAH XI
REHABILITAS!

Fasnl 32
(1] Anggota DPRD yang tidak terbukti melanggar Kode Etik, berhak mendapat
e R

B NNt bt nena inakaud pads agat 1) dlatur dangan Peratuman
DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan,

BAR XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan DPFRD inf mulai berlaku, Peraturan DPRD  Nomor 3
Tahun 2011 tentang Penetapan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

' DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

T CF

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Cktober 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
XETU

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

